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KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH
DAN KEGURUAN UIN SU
Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan' syukur kami persembahkan kehadirat Allah
SWT, atas luasnya ilmu yang dibentangkan-Nya untuk
mencerdaskan dan memajukan kehidupan umat manusia.
Sesungguhnya ada bahagian kecil ilmu yang tertangkap
manusia dalam denyut keraguan untuk disebarkan kepada yang
lain. Hanya dengan kesungguhan manusia, setetes ilmu dalam
hamparan empiris manusia tertangkap fitrah yang suka
kebenaran untuk membantu memudahkan dan membahagiakan
kehidupan sesama manusia dalam kebudayaan yang Rahmatan
lil ‘Alamin. Upaya kreativitas meraih ilmu-Nya adalah untuk
memberi makna bagi jalan kemajuan yang terus mengaliri nafas
kehidupan di tengah perubahan budaya sesuai dinamika zaman.

Kami menyambut baik kehadiran buku yang berjudul
ZIslam  Menyatukan Langkah Membangun Bangsa”,
sebagai buku yang mengetengahkan tentang konsep Islam
sebagai agama dan kaitannya dengan negara. Gagasan yang
dihmlirkun oleh buku ini cukup baik dengan menghadirkan isu-

su terkini dalam kaitannya antara agama dan negara aengan
.cpuln komponen yang terkait didalamnya.

[sustsn keitis mengenai agama dan Negara merupakan
merupnkan su Klasik yang telah lama diperbincangkan sejak
samnn asulullah hinggn sekarang dengan segala pro kontra
yang menghiasinya Kajian dalam buku akan menggabungkan
Fomaep apnimn dengan negara ataupun sebaliknya merupakan
Bl yannge bk dapat pernah usai apalagi dalam diskursus Islam.
Coeh kit i, Bk i berusaha untuk mengangkat masalah
yang  teidapnt  diddalaminyan,  sebapgal - bahan  kajian  dan
}ﬁﬁghgtﬁiﬂn kit Bersnimn nkan konsep agama dan negara.




b

Kehadiran buku ini' cukup baik dengan mema‘sukka.n’
onsep klasik yang dipadukan dengan kajian kodr}:c:121})(‘)(r:,l11
ntang agama dan negara. Dalam Is}am sud‘a.h u:‘an e I'
ahwa segala aspek kehidupan diatur di dalam Islam lumi.l.su.\
1g;V tentang negara dengan segala komponen yang terkait
ldalmnnsyal')a ai karya mahasiswa semester tiga maka l)u|g| ini
1enjadi lfekfyaan monumental mahgsiswa prodi Bmﬁh“;?i!?[j\}
‘onseling Islam Fakultas Ilmu Tgrbllyah Dan chl(lirll‘«!? o
‘.:U dalam membangun tradisi ilmiah yang kon Llhl-'~g);l(§’|]
vacana intelektualisme Islam . yang mampu  mEresy
)eradabag lfor?tszzp;)rizmi mengucapkan terima kasih kepada
3apak Drs iijduly Chair, M.S1 yang pen}lh kcsungg'uhun _tclzth

p(bimbing mahasiswa dapat menuh§ buku 11 Scljnngg:,a
Ezgliadi inspirator bagi dosen dan mahasnsw;: lISFUkBlii)S;nif;
i m menulis. Bagi mahasiswa Prodi
ggilseclliariz Islam Fakultas Tarbiyah yang tc?ahhbe;l((eslryae rs:ss}rlz
nonumental kami mengucapkan terima .kamb lildmip
sebagai kontributor sehingga selesa} penullsan _ku u ua.nsa "
Semoga Kehadiran buku. int memberikan n o
dan kontribusi strategis kepada kita dalamd pen;ie s
kajian ke-Islaman dalam hubungannya egtgale;in Konsep
kéncgaraan dengan segala .komponen yang, mengi o gl msya
mendukung kematangan intelektual mahasxswa ;

Allah.

Medan. 15 Rajab 1436 H/4 Mei 2015

Dekan
Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
NIP. 196207161990031004

PENGANTAR EDITOR
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji -hanya untuk Allah, hanya karena Allah
manusia berilmu, berdaya, dan bermakna dalam hidupanya.
Shalawat dan salam hanya untuk Rasul Allah Muhammad
SAW, hanya dengan beliau Islam ini bisa sampai kepada kita.
Dengan rasa syukur yang begitu besar dan perasaan yang
bahagia buku ini berhasil diterbitkan. Buku ini merupakan
kerjasama dan kolaborasi saya sebagai dosen dengan para
mahasiswa saya pada Program Studi Bimbingan Konseling
Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU kelas
BKI 2 dalam melakoni perkuliahan Civics: Education pada
semester III di tahun akademi 2012-2013.

Versi awal tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini
adalah makalah yang ditulis oleh mahasiswa Program Studi
Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan
Keguruan UIN SU kelas BKI 2. Penulisan makalah tersebut
merupakan tugas dalam mengikuti kuliah Civics Education
yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memperluas cakrawala
berfikir para mahasiswa. Namun pada sisi lain saya
merencanakan makalah-makalah tersebut dapat disusun menjadi
sebuah buku. Oleh sebab itulah dalam penulisan makalah
tersebut mahasiswa sedikit lebih capek, karena harus mengikuti
bimbingan saya yang lebih intensif agar makalah tersebut layak
menjadi sebuah karya akademis. Setelah melalui proses
bimbingan yang melelahkan, maka makalah tersebut dapat
diselesaikan dengan baik. Selanjutnya makalah tersebut dinilai,
sehingga mahasiswa memperoleh nilai semester untuk mata
kuliah Civics Education.

Untuk - mewujudkan  agar makalah-makalah tersebut
menjadi - sebuah buku, maka makalah tersebut saya teliti
kembali dan disunting agar: dapat menjadi isi sebuah buku.



Valaupun harus bekerja keras, namun saya merasa bahagia
etika akhirnya buku ini dapat diterbitkan dengan judul “Islam
Aenyatukan Langkah Dalam Membangun Bangsa.”
lerbagai tema ditulis mahasiswa dalam buku ini yang dirasa
enting dan perlu dikaji ulang guna membuka pemikiran para
1ahasiswa. Buku ini mencoba untuk melihat keberadaan Islam
ebagai agama yang besar dalam perjalanan bangsa ini. Begitu
aga para tokohnya. Buku ini menyajikan bagaimana hubungan
slam dan negara. Hingga kini banyak negara Islam termasuk
ndonesia masih mencari bentuk' ideal hubungan Islam dan
egara. Hubungan itu masih memperlihatkan kecanggungan
ang ditandai dengan ketegangan-ketegangan yang tajam baik
alam kenyataan empiris maupun dalam tataran teoritis. Hal ini
isebabkan oleh dua hal yakni perbedaan pengalaman politik
egara-negara Islam dalam memahami sumber-sumber Islam
an persentuban Islam dengan kolonialisme di sebagian besar
egara-negara muslim. Pada masa klasik hal ini tidak
ipersoalkan. Sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dan
egara. Perbedaan yang muncul diantara pemikir politik klasik
ada masa itu adalah masalah pendirian negara serta syarat
epala negara dan lainnya. Tema ini dirasa perlu demi mencoba
1enelusri kembali persoalan tersebut agar bisa memberikan
/awasan baru kepada pembaca.

Persentuhan Islam dengan kolonialisme 'di sebagian
esar negara-negara muslim juga menyebabkan pandangan
ang miring tehadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam.
)alam banyak hal orang-orang non Islam selalu memandang
ahwa Islam tidak memiliki ajaran yang:berkaitan dengan
[AM. Apa lagi tindakan teroris selalu dialamatkan kepada
slam. Apabila hal ini tidak dibarengi dengan memahami ajaran
slam tentang HAM, bisa jadi umat Islam pun juga akan salah
alam memahami masalah HAM tersebut. Pada hal HAM

Nabi Muhammad pada awal abad ke tujuh. Islam sudah
menawarkan ajaran tentang HAM sekitar 13 abad sebelum
adanya Universal Declaration of Human Right yang disetujui
Majelis Umum PBB tanggal 10 Dsember 1948. HAM
merupakan sebuah ajaran dalam Islam, sebab Islam merupakan
agama rahmatan lil alamin yang mengatur seluruh aspek
kehidupan baik individu dan masyarakat, duniawi dan ukhrawi,
juga jasmani dan rohani.

Buku ini juga mengetengahkan demokrasi dan politik
dalam Islam. Sebagaimana diketahui demokrasi dan politik
dalam Islam selalu dipandang sebagai sesuatu yang kaku dan
tidak berpihak kepada rakyat. Pandangan ini muncul dari
kelompok di luar Islam yang memahami demokrasi dalam
Islam sebagai ketetapan Tuhan. Ide inilah yang dikembangkan
oleh Voltaire dan Montesquie yang memahami demokrasi
semata-mata berdasarkan kehendak rakyat. Negara dianggap

tidak demokratis kalau hukum yang diterapkan berdasarkan
hukum Tuhan, Pandangan ini merupakan proses awal untuk
memisahkan agama dan negara yang berpijak pada falsafah
barat. Dalam ‘Islam falsafah bernegara bersumber pada Al

Quran dan Hadits. Pemerintahan dalam Islam meletakkan

~kedaulatan di tangan syari’at, schingga pemimpin melajui

proses bai’at bertugas menyelenggarakan urusan publik sesuai
dengan hukum Islam, Demokrasi Islam selain mencakup
pemenuhan kebutuhan duniawi (materi) juga mempunyai tujuan
spiritual yang lebih utama dan fundamental. Kedaulatan rakyat
terikat pada syariat, schingga rakyat tidak dapat bertindak
melebihi batasan syari’at Quran dan Sunnah. Demokrasi yang
manusiawi, menyeluruh, religius, etis, spiritual, sekaligus
material itulah yang disebut sebagai demokrasi Islam. Barat
selalu melihat demokrasi Islam di Indonesia secara dikotomis



n mengaitkannya dengan aksi terorisme, radikalisme, dan
»damentalisme yang salah.

Dalam tema kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial,
ku ini mengetengahkan pandangan bahwa masyarakat Islam
| merupakan masyarakat yang terbuka berdasarkan kesatuan
nmat dan persaudaraan yang berkeadilan. Ini merujuk kepada
akna keseimbangan dalam melakukan sesuatu terhadap orang
in sesuai dengan hak individu dalam menjamin kelanjutan
dup. Kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial adalah hak
;asi dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia baik primer
iharuriyat), sekunder (hajiyat), dan tertier (kamaliyat). Islam
dak menghalangi manusia menikmati hidup, tetapi dengan
dan halal. Islam memperhatikan pemeliharaan kehidupan
>bagai kewajiban suci dengan prinsip keseimbangan hablum
rinallah wa hablum minnas, dunia akhirat, jasmani rohani, dan
alam keseiuruhan aspek ajaran Islam (kaffah).

Kepemimpinan negara dalam Islam juga mendapat
ierhatian dalam buku ini. Pemimpin menurut Islam terikat
-esetiaan terhadap Allah, berpegang pada syariat dan akhlak
slam, dan menerimanya sebagai amanah dari Allah yang
{isertai dengan tanggung jawab yang besar. Hal ini untuk
nemahami kembali bahwa Islam menolak memilih pemimpin
yang non Muslim. Kekuasaan mutlak milik Allah yang
didelegasikan kepada manusia yang dimuliakan Allah.

Kekuasaan pimpinan menurut Islam memiliki makna bahwa
Allah SWT memberikan kemenangan dalam bentuk kekuasaan
kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih untuk
mentransformasikan kebudayaan dan - peradaban masyarakat
yang berbasiskan pada nilai, hulkum, iman, terbuka, demokratis,
dan bergotong-royong menjaga kedaulatan negara. Islam
memandang kepemimpinan dan rakyat sebagai dua sisi mata
uang yang tidak pernah terpisah. Kekuasaan bukan memperoleh
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Jabataq, tetapi menggunakan amanah untuk membangun, serta
Ir‘le:‘rc?al.lsasikan hukum Allah bagi seluruh umat manusia, Pada
sisi inilah ;‘slam memandang bahwa keberadaan rakyat sébagai
warga dari sebuah negara. Kedudukan warga negara menjadi
dua golor_lgan yaitu muslim dan non-muslim. Warga negara
non-muslim terdiri dari ahl al-zimmi, musta’'min dan harbiyun
Penduduk dar al-Islam terdiri dari muslim, ahl al-zimmi daﬁ
musta 'min, sedangkan penduduk dar al-harb terdiri dari muslim
dan harbiyun. Penjelasan ini sebenarnya untuk menegaskan
bahwa negara ada apabila di dalamnya ada rakyat yang
sepenuhnya mengakui negara tersebut. Warga negara
merupakan kesatuan sosial yang diatur oleh syari’at untuk
mewujudkan kepentingan bersama.

' Dalgm kaitan inilah buku ini memandang penting untuk
'“9'“.“"", sejarah yang bertujuan untuk memahami bagaimana
sejarah itu dapat dijadikan sebagai wawasan pemikiran. Dari
aearah inilah akan terlihat bahwa pemerintahan di masa Nabi di
Madinah merujuk kepada syariat Al Quran dan keputusan Nabi
Muhammad SAW. Nabi meletakkan dasar-dasar kebangsaan
yakni: a).mendirikan masjid sebagai langkah pertama
um:mbu'ngun dunia. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah
pcndulxkgm, persiapan militer, pengobatan korban perang’
pcrdamalan,' pusat penerangan, pembela agama, musyawarah’
dan pemerintahan, b).mempersaudarakan kaum muslimin’
menghapus permusuban, dan menyatukan bangsa Arab yané
berbeda menjadi satu umat yang kuat dan kokoh berdasarkan
agama, c¢).melakukan akad perjanjian antara kaum Muslimin
Yuhuc‘h,' dan orang Arab yang masih Jahiliyah bertujuar;
|n|c11_1',;k|.s dendam dan sentimen suku dan tidak menyisakan
(radisi jahiliyah, d).meletakkan dasar politik, ekonomi, dan
sosial .nmsyarakat, dan e).meletakkan dasar bahwa d;rajat
manusia semuanya sama dan yang lebih tinggi adalah manusia

vii




yang lebih bertagwa. Nabi Muhammaad SAW adalah pendiri
bangsa dan negara Islam. Madinah adalah negara dalam arti
sesungguhnya, karena ada wilayah, rakyat, pemerintah, dan
undang-undang yang disebut Piagam Madinah. Dengan adanya
piagam ini terwujudlah sebuah negara Islam pertama di dunia.

Pasca Rasul wafat maka pemerintahan Islam dipimpin
dan dijalankan oleh para Khulafaur Rasyidin. Berbagai
peristiwa terjadi sepanjang kepemimpinan mereka. Kemelut
politikpun mewarnai juga pemerintahan ini bahkan diakhiri
dengan terbunuhnya Khalifah terakhir Ali Bin Abi Thalib.
Namun kebesaran Islam tetap menjadi bukti yang tidak lekang
dari sejarah. Kematian Ali Bin Abi Thalib mengakhiri
kepemimpinan Khulafaur Rasyidin _yang dilanjutkan oleh
Kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam
perjalanan pemerintahan kedua dinasti ini juga menggambarkan
betapa besarnya Islam yang akhimya harus runtuh karena
berbagai persoalan. Sebenarnya yang terpenting dari pemaparan
sejarah adalah bagaimana umat Islam dapat mengaca diri akan
kekurangan dan kelebihannya sebagai bangsa yang besar.

Di Indonesia kebesaran umat Islam ditandai dengan
terbentuknya Kerajaan Islam. Ini menunjukkan bahwa umat
Islam pernah menguasai kepulauan di nusantara ini, Namun
satu demi satu kerjaan ini hilang ditelan oleh sejarahnya sendiri
yang kelam, sebagai akibat dari faktor intgrpal ){aitu
pertentangan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri dan juga
faktor eksternal yaitu masuk kolonialisme dalam bentuk
penjajahan di Indonesia. Namun keruntuhan kerajaan ini sangat
disadari oleh umat Islam yang tidak mau menyerah kepada
penjajah. Hal inilah yang memunculkan gerakgn Islam
membangun bangsa di masa penjajahan di Indonesia. Dalam
kaitan inilah buku ini kembali menyoroti beberapa gerakan
Islam yang dimotori oleh organisasi Islam seperti Sarekat Islam,
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Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Al-Ittihadiyah. Hal ini
disajikan untuk memahami bahwasa gerakan Islam itu tetap saja
ada dari masa ke masa. Pada pemerintahan negara Republik
Indonesia Serikat gerakan politik Islam lebih bersifat personal
melalui tokoh Islam di antaranya Mohammad Natsir yang
melahirkan Mosi Integral Natsir. Akhirnya negara bagian
kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena
Mosi Integral Natsir. Gerakan politik ini juga menimbulkan
kebijakan pemerintah RIS terhadap Islam. Misalnya;
pendidikan agama Islam mulai diatur oleh pemerintah dengan
dikeluarkannya peraturan bersama menteri agama, menteri
pendidikan, dan pengajaran yang menetapkan bahwa
pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sampai kelas VI
Sekolah Rakyat. Pada tahun 1950 dibentuk panitia bersama
dipimpin Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan
M, Hadi dari Departemen PP & K. Hasilnya adalah Surat

Keputugan  Bersama (SKB) yang dikeluarkan pada bulan
Januan 1951, Isinya ialah: 1). Pendidikan agama yang diberikan
muli kelas 1V Sekolah Rakyat, 2). Di daerah yang masyarakat
apgamanya kuat (misalnya, di Sumatera, Kalimantan, dan lain-

lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR
dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh
berkurang, 3). Di sekolah Lanjutan Pertama dan Tingkat Atas
(umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2

jam seminggu, 4). Pendidikan agama diberikan kepada murid

sedikitnya 10 orang satu kelas dan mendapat izin dari orang tua,
dan 5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan
materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.
Politik pendidikan Islam di Indonesia lebih spesifik
terkait dengan peran Departemen Agama yang resmi berdin 3
Januann 1946, Lembaga ini intensif memperjuangkan
pendidikan agama, namun hingga rezim orde baru berakhir

ix



.ndidikan Islam tetap saja terbelakang. Berbagai keterbelaka
san dialami umat Islam, sebagai akibat intimidasi pemerintah
mng menyebabkan munculnya gerakan Islam di masa orde
iru. Persoalan krusial dalam kajian politik mengenai Islam di
wwah pemerintahan Orde Baru ialah menata hubungan antara
rama dan politik, terutama yang berkaitan dengan ideologi
soara Pancasila. Tetap ada anggapan sebagian masyarakat
ahwa kelompok Islam tetap menyimpan niat terselubung untuk
lenggantikan Pancasila dengan ideologi Islam. Namun hal itu
anyalah sebuah alasan klasik yang dijadikan Soeharto untuk
iengamankan kekuasaannya. Akibatnya Socharto kejam
.thadap Islam dengan leluasa dapat melakukan praktik politik
ang merugikan kepentingan Islam. Umat Islam gagal
iengembangkan gagasan sosial dan politik yang religius.
lampir di semua kelompok-kelompok Islam, tema kebangkitan
slam menjadi bahan diskusi yang menyemangati anak-anak
suda. Orientasi dari masing-masing gerakan Islam dalam

ehidupan sosial politik secara umum dapat dikatakan hampir-

ama  yakni mendukung tegaknya syariat Islam. Pola
ubungan antara Islam dengan negara pernah mempunyai
engalaman pahit dan traumatis pada masa orde baru. Tragedi
"anjung Priok menjadi contoh kasus kekerasan dan pelanggaran
IAM terhadap umat Islam yang melibatkan petinggi militer
eperti L.B.Moerdani sebagai Pangab dan Try Sutrisno sebagai
‘angdam Jaya yang tidak pernah dilupakan umat Islam.
Valaupun di bawah tekanan yang luar biasa gerakan-gerakan
slam tetap menjadi motor bagi bangkitnya umat Islam untuk
nelawan tirani. Beberapa gerakan Islam telah mewarnai
serbagai respon Islam terhadap berbagai perubahan iklim
solitik Orde Baru. Hizbut Tahrir Indonesia (HTTI), Laskar Jihad
Ahlul Sunnah wal Jama’ah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
ndonesia (KAMMI), dan Ikatan Cendekiawan ‘Muslim
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Indonesia (ICMI) merupakan gerakan untuk itu. Semua ini
diungkapkan untuk mencerahkan kita bahwa umat Islam tidak
pernah berhenti berjuang.

Semua ini menjadi motivasi bagi umat Islam bagi
melahirkan gerakan Islam di masa reformasi. Paling tidak di era
ini lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang
yang berlandaskan hukum Islam. Pasal 2 ayat 7 menegaskan
ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi
khusus suatu daerah dan peraturan itu dapat membatalkan
berlakunya peraturan yang bersifat umum. Kemudian ada upaya
merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan
peraturan telah membuahkan hasil. Misalnya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh
Darussalam tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Nomor 11
Tahun 2002, Terbuka peluang bagi sistem hukum Islam untuk
memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Namun
diperlukan pembentukan hukum baru berlandaskan hukum
lslam untuk dijadikan sebagai norma hukum positif yang
berlaku dalam hukum nasional. Dalam era reformasi ada dua
langkah yang ditempuh dalam penerapan syariat Islam yaitu:
pertama melalui parlemen dipelopori partai; PPP, PBB, dan PK
(sekarang PKS) mengusulkan kembali Piagam Jakarta pada
amandemen UUD 1945 dalam sidang MPR tahun 2000, 2001,
dan 2002, tapi kandas karena partai besar nasionalis tidak
mendukungnya juga duaormas Islam terbesar NU  dan
Muhammadiyah. Kedua, melalui perda syariat Islam di berbagai
Kabupaten dan Kota di Indonesia. Kabupaten Bulukumba
Sulawesi Selatan telah mengundangkan empat peraturan daerah
bernuansa syariat Islam, yaitu peraturan daerah Busana Muslim,
Baca Al-Qur'an, Bebas Miras, dan Zakat. Ada yang masih
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wacana dari beberapa ormas Islam di daerah. Ada juga yang
sudah dilaksanakan pada kalangan terbatas misalnya
diawajibkan untuk memakai busana muslimah bagi pegawai
pemda dan menghentikan pekerjaannya ketika adzan dhuhur
dan adzan ashar berkumandang. Dalam hal pendidikan agama
Islam juga tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
yang menetapkan pendidikan agama Islam sama kedudukan
dengan pendidikan umum. Gerakan Islam adalah aktifitas
komunitas yang memperjuangkan nilai dan ajaran Islam dalam
kehidupan manusia, dari ruang pribadi, masyarakat (public)
sampai pada level negara. Cita-cita utama gerakan Islam ini
adalah memperjuangkan pemberlakuan tatanan Islam, syariat
Islam, pemerintahan Islam, dan puncaknya mendirikan negara
Islam. Dalam bentuk gerakan hal ini dipelopori antara lain oleh
MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan FPI (Front Pembela
Islam).

Tema politik Islam di Indonesia juga dihadirkan dalam
buku ini. Uraian ini paling tidak akan memberikan sekilas
perjalanan gerakan umat Islam dalam partai politik. Partai
Politik Islam pada masa Orde Lama terwujud pada Pemilu
pertama 29 September 1955 di. masa Perdana Menteri
Burhanuddin Harahap. Pada pemilu tersebut terdapat lima
partai Islam yaitu: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
(Masyumi), Nahdatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSII), Paratai Tharekat Islam Indonesia (PTII), dan
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Pemilu yang dipandang
paling demokrasi tersebut telah membuktikan bagaimana
sebenarnya umat Islam memandangg Partai Islam dengan
pandangan pesimis. Hal ini dibuktikan dengan kekalahan Partai
Islam di negara yang mayoritas umat Islam. Hal ini berlangsung
hingga pemilu 2009 yang mana Partai Islam tetap menjadi
partai yang tidak dipilih oleh umatnya sendiri. Jumlah
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penduduk yang besar tidak cukup menjadikan umat Islam
terhormat, kecuali di bawah syariat Islam. Oleh sebab itulah
ada pandangan bahwa idealnya sebagai negeri muslim
Indonesia ini harus mampu menerapkan syari’at Islam untuk
menghantarkan umatnya kepada kejayaan dunia dan akhirat.
Hal demikian pernah ada dalam sejarah perjalanan perjuangan
bangsa ini. Namun buku-buku sejarah yang beredar di
Indonesia selalu menjelaskan bahwa orang-orang yang
memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini
melalui penegakan syati’at Islam selalu  dipandang
pemberontak.

Diantara mereka itu adalah Kartosuwiryo yang dituduh
sebagai pemberontak tanpa alasan yang jelas. Dalam buku ini
perjuangan Kartosuwiryo yang bernama lengkap Sekarmadji
Maridjan Kartosuwiryo dilihat dari sudut apa adanya. Dengan
fukta buku ini menjelaskan bahwa Kartosuwiryo yang tuduh

sebagnt  pemberontak  oleh pemerintah sebenarnya adalah
pejuang yang mempertahankan kemerdekaan. Namun sejatah
tdak  berpithak pada Kartosuwiryo. Terlalu menyayat hati
Kartosuwiryo yang mempertahankan kemerdekaan bangsa dan

tanah arrnya 1ni difitnah, dikhianati, dan disiksa hingga ke akhir
hayatnya oleh bangsanya sendiri dan di tanah airnya sendiri.
Akhirnya diapun harus mati di tanah airnya sendiri, oleh tangan
bangsanya sendiri.

Begitu juga dengan Daud Beureueh yang lahir 17
September 1899 dengan nama asli Muhammad Daud di dusun
keeil bernama Beureueh di Aceh Pidie juga mengalami hal yang
sama, Dia ulama yang tegas dan keras pendirian dan memiliki

kemampuan siasat perang. Dia sangat memegang teguh nilai-
nilar Islam, tetapi dia juga adalah pejuang yang membebaskan
negara ini dari penjajahan. Dia juga dikhianati, sehingga diapun

melakukan perlawanan. Beureueh mendapat dukungan dari
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masyrarakat Aceh atas tindakannya ini. Sayangnya, pemerintah
menganggap apa yang dilakukannya adalah sebuah
pemberontakan hingga harus ditumpas habis. Untuk meredam
nya, Aceh diberikan otonomi, namun upaya penangkapan
terhadap Daud Beureueh terus berlanjut. Pada bulan Desember
1962 Abu Daud dipaksa menyerah kepada penguasa republik
ini. ja meninggal dalam keadaan buta pada tahun 1987.
Menurut ‘William Liddle yang menghadiri prosesi pemakaman
nya, kematian Daud Beureueh adalah meninggalnya seorang
suami dan ayah yang dicintai, serta seorang alim dan seorang
pemimpin yang disegani dan dihormati. Daud Beureueh
pemimpin yang berhasil mengayomi rakyat Aceh, sehingga
mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan. Namun dia
tidak dihargai oleh bangsanya sendiri bahkan “dibunuh” oleh
bangsanya sendiri.

Abdul Kahar Mudzakar juga merupakan bagian dari
sejarah yang kelam. Abdul Kahar Mudzakar merupakan ikon
dari pelawanan terhadap ketidakadilan dan kekuasaan otoriter
penguasa. Banyak hal yang terakumulasi, sehingga
mendatangkan ketidakpuasaannya atas kebijakan pemerintah,
sehingga tahun 1952 Kahar Mudzakar menyatakan wilayah
Sulawesi Selatan menjadi bagian Negara Islam Indonsia di
bawah naungan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pergerakannya
dipandang sebagai makar dan menantang pemerintahan yang
sah. Akhirnya pemerintah merasa bahwa beliau harus
dimusnahkan. Bahkan kematiannyapun harus dimusnahkan
juga, karena pemerintah takut kekuasaannya akan runtuh akibat
perlawanan yang akan muncul kembali dengan semangat yang
diwariskan oleh Kahar Muzakar ini. Terbukti jejak kematiannya
pun hingga kini tidak ada yang tahu. Kematian Kahar Mudzakar
bagaikan ditelan bumi. Memang ada kisah yang menyatakan
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bahwa beliau dimakamkan di Sulawsi Tenggara, namun banyak
orang tidak percaya terlebih-lebih para pengikutnya.

Begitulah perjuangan menegakkan syariat Islam di
Indonesia. Perjuangan ke arah itu di masa menjelang
kemerdekaan telah berhasil dengan disyahkannya Piagam
Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dalam sidang BPUPKIL
Tidak ada yang keberatan dalam sidang itu. Namun sehari
setelah proklamasi, tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut
dihapuskan yang berbunyi: (dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya). Ini artinya
menghapuskan sebuah tonggak sejarah bagi penegakan syariat
[slam di negeri ini. Inilah hasil lobi-lobi politik kelompok
sekular dan Kristen yang mengelabui umat Islam. Banyak yang
kecewa termasuklah tokoh Islam kharismatik Daud Beureueh
dari Aceh

D1 penghujung buku ini disajikan tulisan sekilas
petpalanan UIN Sumatera Utara dalam membangun bangsa.
Fubisan ini dimaksudkan untuk memahami kembali bagaimana
pejuangan [slam itu turat memperjuangkan masa depan umat ini
melalur UIN SU yang telah memberikan kontribusi positifnya
dalam pembangunan bangsa. Yang terpenting dari semua itu
adalah bagaimana UIN SU harus tetap ada, sehingga mampu

menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang jaya
sepanjang masa.

Saya menyadari bahwa buku ini lebih banyak
kekurangannya, namun saya berharap penerbitan buku ini dapat
memberikan suasana dan nuansa baru bagi kajian akademis
pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan khususnya dan
UIN SU pada umunya. Akhirnya ucapan terima kasih saya
sampatkan  kepada mahasiswa Program Studi Bimbingan
Konseling Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN
Sl kelas BKI 2 yang telah bersedia menulis karya-karya ini di
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bawah bimbingan saya walaupun dengan penuh kelelahan.
Begitu pula diucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. DR.
Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, (Rektor UIN SU), Bapak Prof.
DR. Syafaruddin, MPd (Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan
Keguruan UIN SU), dan Bapak Drs. Mahidin, MPd (Ketua
Program Studi. Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ilmu
Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU) yang sangat mendukung dan
menghargai penerbitan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat
bagi kita semua. Insya Allah. Amin.

Medan, 15 Rajab 1436 H/ 4 Mei 2015.

Editor,
Abdul Chair
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ANALISIS HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA

ABDUL BAIS

Pendahuluan
Negara-negara vang mayoritas penduduknya Muslim

hingga kifi masih mencari bentuk ideal hubungan Islam dan
negara. Hubungan itu masih memperlihatkan kecanggungan yang
ditandai dengan ketegangan-ketegangan yang tajam. Tidak hanya
dalam kenyataan erupiris, dalam tataran teoritis pun hubungan itu
juga memperlihatkan pandangan yang beragam. Kenyataan ini
disebablan oleh perbedaan tingkat penetrasi Islam dan pengalaman
pulitih negara-negara Islam, juga disebabkan perbedaan di dalam
meiiilimnnd sumber-sumber  Islam.! Perbedaan tersebut juga
disebablan oleh pandangan pribadi, perbedaan posisi para ulama
dalwn kedekatannya dengan penguasa, dan juga pengaruh-
pengaruh luar seperti peradaban Romawi Timur dan Persia serta
filsafat Yunani, Pengaruh asing ada pada pendirian kas negara (buait
al-mal) pada masa pemerintahan Umar yang diadopsi dari sistem
fLomawi Timur, Begitu juga pembentukan kementerizn pada masa
dianti Abbasiah vang diadopsi dari sistem Persia.’

"Nahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran
o rakiik Politik 1slam Di Indonesia; Jakarta : Paramading, 1988 h.2,

‘Maskari Abdillah, Gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam
Isleun, Jogiakarta; Tiara Wacana, 2000, h.102.
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politik didasarkan filosofi tertentu, namu bukan untuk menentukan

nilai realitas politik berdasarkan syari’ah. [ni hanva memberikan

' ) 3t €
standar sistem politik lewat penafsiran alegoris atas syarn ah.”

Adn fupa kecederungan struktural yaitu kecederungan yang

mehhat pengarih kedekatan dengan kekuasaan terhadap konsepst

neparn yang dirmuskan, Pemikiran kenegaraan ini muncul dari
'

parh ulama yang, dekat atau berada dalam struktur kekuasaan

neparn, Seperti Al Maward yang dekat dengan kekuasaan. Dia
pernah menduduki jabatan gadhi di Ustawa dekat Nishapus. Dia
pernah diberi tugas untuk menghubungkan khalifah Al Qadir
( Abbasiah) dengan Amir Al Umara’ (Buwaihi syi’ah) saat dinasti
fuwaihi mulai berkuasa. Dia pribadi paling dipercaya khalifah.
I il al-igna (mukhitasar kitab al-hawi) ditulisnya atas permintaan
Ialifah Al-qadit’, Dari paradigma ini dapat dilakukan justifikasi
g terhadap sistem politik misalnya mengenai bentuk negara,
syarat-syarat, calon kepala negara dan sc:bagzztinya‘g
[bn Abi Rabi memilih bentuk monarki dan menolak bentuk
lainnya. Dia menganggap bentuk pemerintahan monarkl mampu

menghantarkan negara kepada tujuannya yang luhur sehingga

“Ihidd h 108
'Abdul  Magsith  Ghazali, Mekanisme pengangkatan dan
Pemberhenticn Kepala Negara, Jakarta: Jauhar, Vol.2 No.1,2001, h.6-7.

“Wutimin, Politik Islam Indonesia. Bandung: Cita Pustaka Media

Perintin, 007 bt



dapat mewujudkan kemaslahatan sebab pemerintahan berada pada
sekelompok kecil orang-orang pilihan berdasarkan keturunan atau
kedudukan. Sedangkan pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh
beberapa orang atau dengan banyak orang justru akan banyak
memberikan kekacauan. Begitu juga oligarki yaitu pemerintahan
yang dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya. Bentuk negara
demokrasi baginya merupakan negara diperintah langsung oleh
warga negara dengan memanfaatkan hak-hak politik warga fegara

vang diberikan secara tidak bertanggung jawab.’

| Pandangan Ibn Abi Rabi diatas menjadikan raja berperan
penting dalam mengelola masyarakat tanpa ada sangkutannya
dengar orang lain. Raja memiliki segala yang serba lebih daripada
warga negara. Keistimewaan yang berlebihan inj menjadikan raja
sebagai sosok yang tidak patuh kepada hukum negara. Bahkan raja
menjadi hukum yang harus dipatuhi. Raja berhak memaksakan
kehendaknya tanpa harus dipandang merusak hubungan dengan
negara selama kebijaksanaannya untuk kepentmgan kenegaraan
Ibn Abi Rabi menjustifikasi hak istimewa raja berdasarkan ajaran
agama. Menurutnya Allah telah memberikan keistimewaan kepada

raja dengan segala keutamaan. Dia menjadikan surat Al-An’am

ayat 165 sebagai dasar pembenaran pandangannya. ' Artinya : Dan

°Ibid, h.20.
1bid. h.20.

dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia

yang meninggikan sebagian kamu atas sebagian beberapa derajat
untuk mengujimu -tentang apa yang diberikannya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya
Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Al- Mawardi berpendapat bahwa sistemn khilafah masa itu
sesuai dengan ajaran Islam. Ibnu Khaldun sekalipun menganggap
bahwa institusi khilafah bukan satu-satunya bentuk pemerintahan
Islam, tetapi secara implisit ia masih menganggap bahwa sistem
tersebut masih sesuai dengan ajaran Islam. Justifikesi itu tampak
pada syarat-syarat calon kepala negara yang dirumuskan oleh para
ulama yang dekat atau berada di dalam struktur kekuasaan. Ibnu

\bi Rabi mengemukakan enam syarat bagi calon kepala negara
viltu harus anpgota dari keluarga raja, mempuuyai hubungan nasab
denpan taja sebelumnya, aspirasi yang iuhur, pandangan yang
mantap dan kokoh, ketahanan dalam menghadapi kesukaran atau
ntanpan, kekayaan yang banyak, dan pembantu-pembantu yang

selin. Al- Mawardi juga menawarkan syarat-syarat kepala negara

yang lurang lebih sama yaitu adil, berpengetahuan, sehat fisik dan
il kesatrin, dan berasal dari keturunan Quraisy. '’

Faendigma non-struktural adalah pemikiran politik yang
digagns oleh parn ulama yang berada di luar struktur kekuasaan

Mhid bt




diantaranya adalah Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Al- Farabi yang
memperlihatkan hubungan simbiotik antara agama dan negara. Al-
Ghazali mengatakan bahwa agama adalah fondasi dan pemimpin
adalah penjaganya. Sesuatu tanpa fondasi akan mudah runtuh dan
suatu fondasi tanpa suatu penjaga akan hilang. Kepatuhan terhadap
pemimpin wajibn (An-Nisa 59). Pemimpin sebagai bayangan Allah
di bumi. Dia menawarkan sistem adalah teokrasi sama dengan Ibn
Taimiyah. Pemimpin adalah wakil Tuhan di muka bumi dengan
kekuasaan dan kewenangan memerintah bersumber dari Allah ‘2
Al-Farabi mengklasifikasikan rezim pemerintah kepada
empat golongan: arezim yang bertujuan kebajikan atas dasar
pencapaian kebahagian yang hakiki, b.rezim tak beradab, dimana
pemerintah diorganisasi atas landasan yang lain, ¢.rezim vang tak
bermoral dimana pemerintah sadar akan hakikat kebahagiaan
hakiki tapi tidak terikat dengannya dan pemelintah"diorganisasi
untuk mencapai tujuan-tujuan lain, dan d.rezim yang kacau,
dimana tujuan pemerintah menyimpang dari kebahagiaan hakiki
dan pemerintahnya korupsi.” Menurut Al-Ghazali lembaga
pemerintahan berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan syari'at.
mewujudkan kemasiahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan

dunia dan agama dan sebagai lambang kesatuan ummat Islam,

Ibid h.27-28.
B1bid h.30.

Pemikiran kenegaraan ini memperlithatkan kecenderungan yang
beragam, namun umumnya agama dan politik terkait hubungan
simbiotik.

Pada masa klasik pemikiran kenegaraan diwarnai oleh
pemikiran filsafat Yunani, tradisi bernegara pra Islam serta adanya
hubungan simbiotik agama dan negara. Pemikiran kenegaraan
timbul sébagai respon terhadap ide-ide kenegaraan yang datang
dari barat dalam tiga kelompok pemikiran intelektual muslim yaitu:
akelompok konservatif yang tetap mempértahankan integrasi
antara Islam dan negara, karena Islam telah lengkap mengatur
sistem kemasyarakatan (Sayyid Quthb), b.kelompok modernis
berpandangan bahwa masalah kenegaraan hanya diatur secara garis
besar saja dalam Islam (Muhammad Adduh), dan c.kelompok
seleuler memisahkan secara tegas anatara Islam dan negara. "

aum konservatif menganggap Islam sebagai sistem
mwencakup selurch wilayah cultural, sehingga yang berbau barat
diangpap sebapai hal yang térlarang dan harus ditentang, termasuk
palitik, Kaum modernis muncul dalam masyarakat muslim sebagai

penalair doktrin Kristen dan menyesuaikan dengan perkembangan

peanikitan modem, Kelompok sekuler memisahkan antara Islam
dan e, karens menurut mereka Islam tidak mengatur masalah
i Lokah sekuler i adalah Ali Abdul Raziq.
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Penutup

Dalam perjalanan sejarahnya hubungan Islam dan negara
masth memperlihatkan kecanggungan. Adanya kecenderungan
pemikiran yang lahir dalam melihat hubungan Islam dan negara
sebagai akibat kedekatan pemikir dengan kekuasaan, sehingga
melahirkan kecenderungan juristic, administratif birokratis, dan
filosofis. Hubungan Islam dan negara masih terus mencari bentuk
idealnya, sehingga menimbulkan paragdigima struktural dan non
struktural termasuk menetapkan tentang bentuk negara dan syarat-
svarat kepala negara. Pada era modemn ini ada pula pandangan

konservatif, modernis, dan sekuler mengenai negara.
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HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

AL RAJULI THSAN

Pendahuluan
| Hak Asasi Manusia (HAM) mulaj populer setelah adanya
Universai Declaration of Human Right yang disetujui Majelis
Umum PBB tanggal 10 Dsember 1948. HAM merupakan suatu
standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua bangsa yang
berkaitan dengan hak dasar manusia. Hak asasi manusia c;apaj
diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia
kepada orang lain. Kewajiban itu harus dilakukan agar tercipta
keharmonisan. Hak asasi manusia adalah istilah yang relatif paru
namun menjadi kepedulian etis utama masa kinj. Hak asasi
manusia adalah konsep kuno Yunani Romawi yang mengaitkan
ba1k buruk sikap manusia berdasarkan keserasiannya dengan
Doktrin Hukum Alam yang menekankan kewajiban daripada hak.'
HAM dalam pandangan Islam bermuara dari pandangan
bahwa Islam merupakan agama (rahmatan il alamin) yang
mengatur seluruh aspek kehidupan baik individu dan masyarakat,

duniawi 1, | ] i dan
1 dan ukhrawi, juga jasmani dan rohani. Penerapan hukum

g ; '
Sarbani Saleh, Pendidikan Ke
pustaka Media Perintis, 2008, h.126. rgsiegaraay, Bandung: Citg
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[slam vntuk keselamatan jiwa, badan, harta, dan masyarakat yang
inherent dengan kehadiran Islam sebagai sintesis dari ajaran agama
wahyu terdahulu, sehmgoa Islam bersifat universal, berlaku untuk
semua tempat, waktu, dan sepanjang zaman.’ HAM dalam
perspektif Islam bersifat theosentrik yaitu menempatkan manusia
sebagai pengemban amanah dari tuhan yang bertanggungjawab
kepada manusia juga kepada Allah sebagai pemberi hak itu.”
HAM dalam Islam ada beberapa macam yaitu:*
| Hak kebebasan memilih agama
Dalam Islam telah diatur bahwa manusia bebas untuk
memilih agaménya, sehingga tidak boleh ada paksaan bagi orang
Lui untuk memilih agama (Al-Bagarah ayat 256).
“Hak kebebasan berpendapat
lslamn  memberikan kebebasan kepada manusia untuk
mengelinikan  pendapat, sehingga merupakan hal yang tdak
dilaiang (Al-Ahzab ayat 70 dan Ali Imran ayat 104).

i Ik untul memperoleh kehidupan

[olami menjamin hak manusia yang berkaitan dengan
belidupnnnya, Hak dasar manusia ini melekat dalam dirinya sejak

ditt bbb sejak dalam kandungan. Setiap orang memiliki hiak

hind WG
Uhid W1

Yhd 132111
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asasi untuk memperoleh kehidupan (AI';I‘sra’ ayat 33). Manusia
memiliki hak dasar sejak lahir yang harus dipenuhi, dipelihara, dan
dihargai dalam interaks; sosial dan tata pemerintahan.

Kemudian HAM dalam Islarh yang lainnya yaity®:
4.Hak memperoleh perlindungar,

Manusia tidak bisa hidup sendiri pasti membutuhkan orang
lain dalam kehidupannya. Hubungan sesama manusia harus selaly
dibina agar tercipta keharmonisan hidup. Hal ity dapat terwujud
Jika terdapat saling pengertian dan menghormati. Manusia tidak
diperbolehkan Inengganggu orang lain, sehingga manusia memiliki
hak untuk mendapat perlindungan baik Jiwa, raga, harta, dan segala
sesuatu yang dimilikinya. Dalam kaitan mnilah Islam melarang
perzinaan, pencurian, pembunuhan, fitnah, dan lainnya yang
bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia.
5.Hak memperoleh pendidikan

Ajaran Islam mewajibkan semua orang untuk menuntut
Umu. Islam datang guna memerdekakan akal dari kebodohan,
khufarat, dan purba sangka serta mengajak manusia untuk menolak
segala yang tidak dapat diterima akal. Oleh sebab itu tidak
seorangpun dapat dibatasi haknya untuk mendapatkan pendidikan,
Islam menyuruh manusia berpikir. Seruan-seruan Islam senantiasa

bersendikan akal.

—_—
“Husnel Anwar Matondang, A/-Islam, Bandung: Citapustaka
Media Perintis, 2009, h.219.
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DEMOKRASI DAN POLITIK DALAM ISLAM

DEWI SUCI LESTARI ANDIRA

Demokrasi dalam Islam

Demokrasi berasal dar bahasa Yunam Kuno yang terdiri
dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, dan «ratos / cratien
yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat. Dengan demikian demokrasi dalam konteks
ini sebenarnya menetapkan manusia sebagai pembuat hukum
bukan Tuhan. Ide inilah yang dikembangkan oleh Voltaire dan
Montesquie, sehingga demokrasi berdasarkan kehendak rakyat.
| Dalam format ini, negara dianggap tidak demokratis kalau hukum
yang diterapkan berdasarkan hukum Tuhan. Ide ini sebenarnya
~proses pemisahan agama dari negara yang berpijak pada falsafah
"barat yakni pemisahan politik dari agama. Namun dalam Islam
hukum yang harus dijalankan oleh pemerintahan adalah hukum
Allah (Al-Maidah 49). Sumber hukum tersebut ada pada Al Quran
dan Hadits sebagai sebuah syariat, sedangkan musyawarah sebagai
keputusan rakyat merupakan substansi demokrasi.

Pemernintahan rakyat mengand;mg tiga pengertian yaitu:
a.pemerintahan dari rakyat yaitu pemerintahan mendapat
pengakuan dan dukungan dari rakyat serta diperoleh melalui

pemilihan rakyat, b.pemerintahan oleh rakyat yaitu pemerintahan

L

menjalankan kekuasaan atas nama rakyat berada dalam
penpawasan rakyat, dan c.pemerintahan untuk rakyat vyaitu
kekuasaan diberikan. oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan
untuk kepentingan rakyat.'

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua
faoam, yaitu: a.demokrasi langsung adalah mengikutsertakan
wirpn nepara dalam musyawarah menentukan kebijaksanaan
wmum  dan undang-undang b.demokrasi tidak langsung adalah
demolanst yvang dilaksanakan melalui sistem perwakilan biasannya
mielalui permilihan umum.”

Pernerintahan  lslam  meletakkan kedaulatan di tangan
Svait ot selinpea penmmpin melalu proses  bai’at  bertugas
s e bengpaiaboan vnisan publik sesuai dengan hukum  Islam.
SE b as e ekt pengunsn sebapal bagian dari aktifitas amar
S ad e ke beilguan mengembalikan penguasa pada
b Bl AbRbtas Bk pada sistem demokrast bertujuan
et etnbbib s Eedaulatan agae bembinli kepada rakyat. Bahkan
petaban oposial g ditiguban uatak menjatuhlcan pemerintahan
vt sah B Bslann sistein aposin tidak diperbolehkan selama
pespine g telal welabulboan Bekuturan nyata, Hadist Rasulullah

Lad Advuinanidy Demokrast,  Hak  asai dan 1‘\4(18‘)’0['/((1/
Mot dabaria Proonada Sledi, 1004

Satbainl Salel Pendidikan  Kewarganegaraan, Bandung:
b lapiistabn, 20010 115
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SAW dari Ubadah bin Shamit menjelaskan “Dan hendaklah kamuy
tidak merampas kekuasaan dari yang berhak, kecuali apabila

melihat kekufuran yang nyata dan yang dapat dibuktikan di sisi

Aliah.” (HR.Bukhori Muslim).

Negara-negara Timur Tengah sulit menérima demokrasi,
karena beberapa faktor antara lain: Pertama, demokrasi adalah
faham Barat, dimana negara barat sebagai biang keladi kehancuran
Khilafah Islamiyah di Turki seki:ar tahun 1923, sehingga sampai
sekarang masih banyak gerakan politik  Islam yang ingin
mengembalikan  Khilafah Islamiyah seperti Ikhwanu] Muslimin
dan Hizbut Tahrir. Kedua, ada gesekan peradaban dimana negara-
negara Islam semasa berdiri Khilafah Islamiyah pernah berjaya,
sehingga Samuel Huntington mengeluarkan tesis perlu adanya
dialog peradaban dan yang dimaksud adalah peradaban Timur dan
Barat (Islam vs Barat). Ketiga, belum selesainya masalah Palestina
dan Israel. Gerakan Palestina melahirkan solidaritas negara-negara
Islam Timur Tengah, sedangkan Israel melahirkan solidaritas
negara-negara Barat.’

Sebelum abad ke-20, gerakan politik Isiam masih komunal
dengan solidaritas yang bersifat mekanis yang berkembang dalam
strukiur masyarakat agraris dan berpusat pada tokoh-tokoh

<harismatis. Pengertian nasionalisme terbatas dalam konsep etnis-

_—

Shttp://pglitik.komgasiana,com/ZOlZZ/Ol/Q1/islam—politik-dan—
iemokrasi-di—indonesia—432636.htm]

—=2:0 Al d51-dl-

kultural. Misalnya perlawanan rakyat Aceh terhad.ap kélonialrsmi
pada abad ke-19 diyakini sebagai gerakan na510na11§1ne untu

melepaskan diri dari belenggu penjajahan, pﬁerax?g Dx.p’one{gor:;
jerang, Padri atau perlawanan Zenal Musthofa di Tasxk.me'l ayi
‘lm;‘k:m Islam mulai berubah dari pola komunal menj.adl pola
asosiasional | dan  solidaritas  yang ber.sifat. organis. Pa:
pemimpinnya tidak lagi dari pedesaan tetapl dari kelas menengah

" ‘\U 111 (‘](3[\& un “[”lal ”Iellelallka“ l)(: ‘.le organisasi
M p fes
l ! oli ' T

§ .
(181} ‘

isti / ad ke-20
dnn pengikutnya bersifat paternalistis, maka pada awal abaé ional
fernbih mienjadi lebih rasional. Gerakan yang berpola ascism~
st shtivitasnya meluas dan tidak lagi localized. Kepun;se:n
febuth shesobntis denpan menggunakan mekanisme musyawarah.

Menuiil Dhiyauddin ar Rais® ada tiga hal yang perbedaan
Pdiaiss deiiedoraant satara barvat dan Islam.

Fortamia dalam demokrasi Barat, definisi bangsa atau umat
dibitant Litan wilnyah, iklim, darah, suku-bangsa, b.ahésa dan'a%iat-
wlat vange  mengkristal,  Demokrast  selalu diirmgll pemliklran
pelonalisine atan masialisme yang digiring tendensi fanatisme.
Phessint Delann wimat tidak terikat batas wilayah atau batasan
Yhid

iﬂ”’ﬁf

bk 0l s dpess copn/200 1/06/25/persamaan-dan-
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lainnya. Ikatan vang hakiki di dalam Islam adalah ikatan akidah,
pemikiran dan perasaan. Siapa pun yang mengikuti Islam, ia masuk
salah satu negara Islam terlepas dan jenis, wama kulit, negara,
bahasa atau batasan lain. Dengan demikian, pandangan Islam
sangat manusiawi dan bersifat internasional.

Kedua, tpjuan demokrasi Barat bersifat duniawi dan

material hanya untuk kesejahteraan umat (rakyat) atau bangsa

k]

dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuh melalui
pembangunan, peningkatan kekayaan atau gaji. Adapun demokrasi
Islam selain mencakup pemenuhan kebutuhan dumawi (materi)
mempunyai tujuan spiritual yang lebih utama dan fundamental.
Ketiga, kedaulatan rakyat menurut barat adalah sebuah
kemutlakan. Rakyat adalah pemegang kekuvasaan tertinggi tanpa
peduli kebodohan, kezaliman atau kemaksiatannya. Dalam Islam
kedaulatan rakyat terikat dengan syariat, sehingga rakyat tidak
dapat bertindak melebihi batasan syariat Quian dan Sunnah. Ijalam
Islam kekuasaan tertinggi bukan di tangan penguasa, karena Isiam
tidak sama dengan paham otokrasi. Bukan pula di tangan tokoh
agamanya, karena Islam tidak sama dengan teokrasi. Jawabannya,
kekuasaan tertinggi dalam Islam sangat nyata sebagai perpaduan
antara umat dan syariat Islam sebagai pemegang penuh kekuasaan

dalam [slam.” Dr. Dhiyauddin ar Rasi menambahkan demokrasi

18

tanpa mengabaikan perbedaan substansialnya adalah demokrasi

yang manusiawi, menyeluruh, religius, etis, spiritual, sekaligus
material yang disebut sebagai demokrasi Islam atau menurut al
Maududy demokrasi teokrasi. .

r. Dhiyauddin ar Rais menoatakanz9 ada beberapa hal
pand: ngan Islam terhadap demokrasi. Jika demokrasi dimaksudkan
dart rakyat dan untuk rakyat, maka pengertian itu pun ada di dalam
lslam dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam
secara komprehensif. Jika demokrasi adalah adanya dasar-dasar
(ertentu (misalnya asas keadilan sosial, atau memberikan jaminan
Lk ke tertentu), maka semua hak dijamin dalam Islam. Jika
Sernokiasi diartikan sebagai sistem pemisahan kekuasaan, maka di

dulain Iulamn kekuasaan legislatif sebagal sistem terpenting dalam

Latein demiokiasi diberikan penuh kepada rakyat sebagai satu
beaatunn dan terpisah dari kekuasaan presiden. Pembuatan hukum
dihisniban pada Quran dan Hadist, jma, atau ijtihad. Pembuatan

UL ferpisah dari Imam, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari

Il harus menaati UU. Kepemimpinan eksekutif yang
el kewenangan mengambil keputusan berdasarkan syariat.
Wt selalu melihat demokrasi Islam di Indonesia secara
b obennis dan menpgaitkannya dengan aksi terorisme, radikalisme,
“fhid
kil
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dan fundamentalisme. Dalam diskusi di The Oxford Centre For
Islamic Studies Universitas Oxford Inggris Saidiman Ahmad
menjelaskan perjalanan demokrasi di Indonesia bisa berlangsung
dengan baik. Islam dan demokrasi tidak dipandang terpisah,
melainkan merupakan satu-kesatuan nilai yang sama. Dalam Islam,
kesamaan, keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, kerukunan,
kepedulian sosia juga merupakan bagian dan nilai demokrasi yang
mendapat sambutan luas dari masyarakat. Penerimaan terhadap
demokrasi di Indonesia adalah keterbukaan masyarakat muslim
akan ide-ide perubahan. Diplomat Timur Tengah yang pernah
beliau temui tahun 2001 menjuluki Indonesia sebagai negara
mukjijat. Dengan berbagai suku, ras, agama, dan dengan ribuan
pulau dan ratusan bahasa serta masyarakat muslim sebagai
mayoritas tidak terjebak pada ide sektarian dan rasial yang
memecah belah bangsa, '°
Politik Dalam Islam

Politik dari sudut pandang Islam adalah pengaturan urusan
umat berdasarkan hukum Islam. Adapun hubungan antara politik
dan Islam telah digambarkan oleh ITmam al-Ghazali “Agama dan
kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi dan
kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak’ berpondasi

niscaya akan runtuh. dan segala sesuatu vang tidak berpenjaga

Y http://dpd. go 1/2012/04/1slam-masyarakat-Indonesia-dan.-
demokrasi
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perjuangan dan perlawanan.® Taufik Abdullah menjelaskan,
peranan Islam dalam sejarah masyarakat Indonesia sejak abad ke-

15 sangat besar. Islam merupakan kekuatan historis yang cukup

besar dalam  dinamika sejarah.  Sejarawan Onghokhan

menambahkan, sejak penyebarannya Islam memainkan peranan
penting. Bahkan abad ke-20, Islam tampil sebagai ideologi
walaupun sudah bercampur dengan 1deologi-ideologi lain seperti
nasionalisme sekuler, komunisme dan sosialisme, '
Pada tahun 2010 studi Scheherazade S Rehman dan
Hossein Askari yang dimuat di jurnal George Washington
University dengan judul ‘How Islamic are Islamic Countries’
memperlihatkan suatu hasil kajian yang sedikit mengagetkan.
Hasiinya Indonesia merupakan negara dengan mayoritas populasi
beragama Islam di dunia, tetapi tidak memiliki perfoma yang baik.
Hal ini- diakibatkan dari beberapa kelemahan seperti Institusi-
institusi yang tidak efisien, kebijakan perekonomian yang buruk,
tingkat korupsi yang tinggi, peraturan hukum vang tidak adil, dan
tegas, sistem perekonomian dan sosial yang tidak menguntungkan,
terjadinya kericuhan dan pelanggaran HAM, serta musalah-
masalah tradisional. Indeks demokrasi global yang menempatkan

Indonesia pada posisi yang masih rendah.

Bhttp://politik. kompasiana.com/20 12/01/21/islam-politik-dan-
demokrasi-di-indonesia-432636.html.

“Ibid
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Demokrasi sebagai inspirasi politik | |
Berdasarkan pemetaan hubungan demokrasi dan Islam
secara umum dapat dapat dikelompokkan dalam tiga kelom?ék
pemikiran yaitu: alslam dan demokrasi adalah dua sistem .polmk
vang berbeda. Demokrasi barat tidak tepat dijadikan sebagat a‘cuan
lidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b.Isléxn .beoeda.
dengan demokrasi bila demokrasi didefenisikan sepe'm d1pahafrfl‘1
dan dipraktikkan di negara barat. Islam merupakan sistem pOl;th(
demokratis yang substantif yakni kedaulatan di tangan rakyat dan
nepara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat, dan c.]hslam
lulah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung s@em
pulitil demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju.

i Indonesia pemerintahan Soekarno maupun Soeharto
einndang partai politik Islam sebagai pesaing kekuasaan yang
potenninl yang, dapat merobohkan kekuasaannya, sehingga m.éreka
wielemahkan partai-partai Islam. Mereka menerapkan kebijakan
panda terhadap Islam dengan mengizinkan ritual Islam tumbuh dan
btk embang, tetapi tidak memberikan kesempatan berkembangnya
polite tslam, Akibatnya para pemimpin dan aktifis Islam gagal
smenfadilan Islam sebagai ideologi. Hal itu pula yang mem‘buat
iohainad  Matsie menolak tawaran beasiswa dari pemerintah

1d i1 ¢ < akarta,
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nasib bangsa, dan ajaran agama, sehingga dia melibatkan dirinya
dalam bidang polittk dan dakwah. Dia juga jujuran dalam
perjuangan, sehingga dipercaya menduduki jabatan-jabatan penting
dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Kejujuran itu pula seoarang Indonesianis George Mctrunan
Kahin berkomentar untuk Natsir: “Dia (Natsir). tidak bakal
berpakain seperti seorang menteri. Dia adalah seoarang yang amat
cakap dan penuh kejujuran. Jadi kalau anda hendak memahami apa
yang sedang terjadi dalam republik ini, anda sudah seharusnya
berbicara dengannya.”‘ Pada tahun 1950-1951 tokoh kita ini
mendapat amanah menjadi Perdana Menteri. Hubungannya dengan
Presiden Soekarno merenggang selama penyelesaian Irian Barat,
karena Soekarno menuduh Natsir berada di belakang aksi ledakan
granat yang ingin membunuh Scekarno.'’ Indonesia sejak awal
kemerdekaan selalu ditandai dengan ketidakstabilan politik,
ketidakmampuan .kabinet, dan konflik bahkan pemberontakkan.
Sistem politik yang tidak stabil dilatarbelakangi oleh pemimpin
yang mendahulukan kepentingan pribadi dari kkepentingan rakyat.
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KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM

DINA NADIRA AMELIA SIAHAAN

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur
seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks ini, pengaturan tehadap
xehidupan manusia tidak hanya berkenaan dengan kehidupan
manusia di dunia ini, tetapi juga Islam mengatur kehidupan di
akhirat, sehingga berlaku sepanjang zaman dan Islam bersifat
universal. Hal ini diyakinj éebagai ajaran yang bersumber dari
Allah dengan sumber utama wahyu yaitu Al Qur’an dan sunnah.

Islam juga mengétur kehidupan masyarakat sejalan
dengan pengaturan terhadap kehidupan pribadi atau individu. Umat
Islam secara individual menempatkan penting posisi individu dan
sekaligus posisi masyarakat. Kesempurnaan hidup akan dicapai
Jika seseorang mampu mengatur keseimbéngan hidup antara
hubungan sesama manusia  (hablum minannas) dan hubungan
dengan Allah (hablum minallah). Manusia mendapat kehinaan bila
tidak memiliki hubungan baik dengan Allah (ibadah), dan

hubungan baik dengan sesama manusia (mu ‘amalah).' Alqur’an

'Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu
Kaisir, Jilid 11, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008, h.118.
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juga menjelaskan hal ini dalam, surat Ali Imran ayat 112. Manusta
harus melakukan hubungan dengan manusia lain dalam banyak hal
untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan masyarakat Islam.
[nilah kesempurnaan ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup
manisin, karena Islam memiliki konsep keadilan sosial yang
Liernda dalam’tujuan universalnya.’

Allah Maha Pengatur seluruh makhluk-Nya, baik
berkenaan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. Islam
memiliki - aturan dalam  kesejahteraan hidup manusia yang
bertkenaan dengan hubungan sesama manusia, keadilan dalam
ekonomi, pendidikan, dan ibadah. Keadilan sosial sebagai keadilan
bemanusian yang berada persoalan materi dan immaterial yang
wenipikan satu kesatuan yang saling melengkapi, serasi, dan
Itk an penuh pertentangan dan perbedaan.

Masyarakat Islam terbuka berdasarkan kesatuan ummat
dan persaudaraan yang berkeadilan untuk membentuk keadilan
sl baik di bidang moral, hukum, ekonomi dan politik yang telah
dilestirikan dalam aturan dan kelembagaan Islam.’ Adapun ciri-
cit masyarakat Islam  adalah persaudaraan ummat manusia,

penibielaan tethadap kaum yang lemah, fakir, dan miskin, dibangun

socamin dienis,  kunt  ikatannya, hubungannya dan  kepaduan
Sayvid Outhib, Keadilan Sosial Dalam Islam, Jakarta: Pustaka,
taad i
Yhid o106
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annya, memuliakan kerja dan prestasi, mengutamakan etika
il ’ . . . .
&k memberi lebih baik dari pada menerma, berdisiplin,
g0 m 1

1gutamakan
corientasi pada masa depan dan perencanaan, mengut

‘ tan modal
A pioneer dan merantau, dan mengutamakan pemanfaa
V&

. nd
n berorientasl produktif.

eseiahteraan dan keadilan sosial

Sejahtera menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah

entosa, makmur, dan selamat (terlepas) dan gangguan,
man, S )

inya.’ ' Islam adalah
esukaran, dan sebagamya.’ Kesejahteraan dalam

% . o .
}

dapat
keadaan hidup anggota masyarakat yang selamat dan dap

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Keadilan berasal dari kata adil yang terambil dari kata

Arab adl yang berarti sama, fidak berat sebelah, tidak memihak,

. 7 t

berpihak kepada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Menuru
erpt

t
Al Qur’an adil tidak hanya pada proses penetapan hukum ?au

-
41pid, h.91.

SM. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Bandung: Mizan,
I\ N
1996, h.127. "
| Huk: Sosial, dan
67aini Muchtarom, [slam »u;zglk Iimu - Hukum,
Politik, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h.72.
7M. Quraish Shihab, op.cit, h.11l.
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terhadap pihak yang berselisih, melainkan juga menuntut keadilz
diri sendiri.® Adil konsep universal baik untuk individu maupt
sosial yang lebih berarti dalam konteks sosial. Adil adalah sif
Tuhan terhadap ciptaanNya. Adil adalah sifat, sedangkan keadil:
adalah perwujudan dari perbuatan yang adil itn.” Keadilan adal:
hasil proses, pengambilan keputusan berdasarkan syari’at Allah d:
bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan.'®
Keadilan harus ada di berbagai bidang. Keadilan huku
yang menjamin setiap orang di muka hukum belumlah cukup tan
keadilan sosial, karena mastih ada ketimpangan di antara kelomp
musyarakat. Keadilan sosial ternyata merupakan implikasi keadil
yang paling kuat di samping keadilan hukum.'' Keadilan bera
beseimbangan dalam melakukan sesuatu terhadap orang lain sest
dengan hak individu dalam menjamin kelanjutan hidup.
ILesejahteraan rakyat dan keadilan sosial adalah hak as:
tethadap kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi sesuai deng
kepentingannya yakni primer (dharuriyat), sekunder (hajiyat), d

terticr (kamaliyat), Ketiga jenis kebutuhan diatas mengantark

“hid, 112

Saini Muchtarom, Islam Untunk Disiplin Ilmu Antropolc
Pabania Bilan Mintang, 1988, h,99

kil hool

A Muruddin, Keadilan dalam Al Qur,an, Jakarta: Hijri
Proosiab o Vi 00l ) 162

29




manusia berikhtiar untuk memenuhinya baik barang maupun jasa.
Intinya keadilan, kerja sama, serta keseimbangan tercakup dalam
Jarangan melakukan transaksi yang batil, ekspolitasi, atau segala
bentuk pemg,aniayaan.12 Keadilan ekonomi memudahkan manusia
memenuhi kebutuhan material, karena kesejahteraan hidup harus
ditempatkan sebagai kemudahan dari Allah ’untuk meningkatkan
keimanan dan pelaklsanaan ibadah dalam kehidupan umat manusia
menuju ketagwaan. Ibadah menuntut adanya ketersediaan harta
benda seperti berinfaq, wakaf, zakat, sholat, dan haji.

Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang mempunyai hak.
Islam tidak menghalangi raga menikmati hidup demi kebaikan jiwa
dan tidak mengekang pemuasannya dengan jalan halal."” Islam
memperhatikan pemeliharaan kehidupan sebagai kewajiban suci.'*
Islam mempertimbangkan kesanggupan manusia sesuai dengan
pertumbubian dan perkembangan jiwanya. Untuk itu Islam
mewajibkan menuntut ilmu. Anak memiliki hak untuk pendidikan
sebagai kebutuhan ﬁtra.hnya,15 dan cenderung kepada kebenaran,
keadilan, kebaikan, kesucian dan kemuliaan. Semua itu akan

berkembang sesuai dengan pendidikan dari pendidiknya (orang tua

12M. Quraish Shihab, Opcit, h.407.
By fuhammad Yusuf Musa, Opcit, h.205.
Ibid, h.205.

1*S. Ar Rum ayat 30.
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dan guru), serta pengalamannya. Islam memperhatian pendidikan
individu yang bidang cakupan dan rinciannya tidak akan dijumpai
dalam agama lain.'® Dalam Islam semua urusan manusia di atur
denpan  prinsip keseimbangan hablum minallah wa hablum
minnas,'' keseimbangan dunia akhirat, jasmani d i
, asn rohani, namun

ajiran lslam merupakan keseluruhan (kaffah) aspek pribadinya.'®
Fenutup ) .

[slam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar
manusi berada di jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan
hidip dh dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu pengaturan hubungan
s dengin Allah dan hubungan manusia dengan manusia
sinberiban wnplikas terhadap pengamalan keadilan dalam Islam
bk e apan besegaliternnn, Penepakan keadilan dalam Islam
stk g dienst vang lues dan memberikan kesempatan bagi
paiea bk berkembinng .

sesum denpan  fitrahnya menuju

bep |
petbiebian sonsbion segati yoang bahagea di dunia dan di akhirat
< ayv,

Pattar Pustaba

h‘ i R : i Y
el Ribasiiad  Nusul Wlam Swate Kajian Komprehensif:
Pakain Fajawali Pross 1984 e

e
(S [T
bt v unal Nuan, Islam S ii
B w, Islam Suarn Kajian K ¢ ;
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Kesempatan untuk menjadi benar atau salah dalam
sebuah upaya bagaikan dua sisi dari sebuah koin. Bila kita benar,
maka kita tidak salah. Oleh sebab itu tugas kita hanyalah untuk

mencoba meraih sebuah kebenaran.
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KEPEMIMPINAN NEGARA DALAM ISLAM

EKA ANGGIH DIAN PANGESTU

neladani kepemimpinan Rasulullah

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi
ng agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan ke?ompok
ara suka rela. Kepemimpinan menentukan arah dan tujuan
anisasi, memberikan bimbingan, dan menciptakan iklim kerja
1¢ mendukung proses manajemen secara keseluruhan.! Bila
semimpinan dikaitkan dengan Islam, maka pemimpin harus
dman, bertagwa, menjalankan hukum Allah, dan memiliki
hlaq terpuji, sehingga menjadi teladan yang baik bagi ummat.

Kepemimpinan Islam meneladani Muhammad SAW,? yaitu
mimpin paripurna yang dekat dengan Allah, ikhlas, jujur, adil,
encintai, mendahulukan kepentingan rakyat, dan memperjuangkan
lam.> Muhammad SAW menyandang beban menyampaikan

nanah Allah (wahyu),4 untuk mengajak orang kepada Islam,

'Mesiono, Manajemen Organisasi. Bandung : Citapustaka Media
erintis, 2012, h.57.

’Q.S. Al-Ahzab: 21.

YMusain Hatkal, Sejarah Hidup Mauthammad. Bogor: Litera
\ntarNusa, 2003, h.29.

*1bid, h.30.
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sehingga menjadi utusan Allah. Baginya kepemimpinan merupakan
taklif (beban ) dan amanah. la pemimpin umat, panglima perang,
mufti, hakim, organisator seluruh jaringan komunikasi dalam
hubungan sesamanya dan antarbangsa, dan menegakkan keadilan
ilan mempersatukan bangsa-bangsa.
PFeminipin negara dalam syariat Islam

Pemimpin menurut Islam terikat kesetiaan terhadap Allah.
berpegang pada syariat dan akhlak Islam, terikat dengan peraturan
lalam, dan menerimanya sebagai amanah dari Allah vang disertai
aleh tanggung jawab yang besar.” Oleh sebab itu pemimpin adalah
aring  Jujur, namun berani mengambil kepu!?usan.6 Tentang
lepemimpinan negara, Islam menetapkan:’ adil dalam menerapkan
hwikuinn Allah, laki-laki,® merdeka lahir dan bathin, baiigh, berakal
selint, mmmpn mengayomi, berijtihad, dan menyelesaikan setiap
pettasalalion, namun pemimpin  haruslah berfisik sehat dan

tungeuh karena hal itu akan memperlancar kepemimpinannya.’

N ahya, Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Islam. Jakarta:
Fustaba Mawaitu, 2004, h 16

O 5 Al Ly 41

Jhid bt (tentang adil lihat Q.S. An Nisa ayat 58)

“Husnin Hailkal, Opeir, h.22. (Lihat hadits yang artinya tidak
g!sfm Balisiin auntii baum yang dipimpin oleh wanita).

R AL Bagarah ayat 247
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Sifat Pemimipin
Pemimpin yang baik memiliki empat sifat yakni : siddik
(jujur), tabligh (mampu berkomunikasi), amanah (bertanggung
jawab), dan fathanah (cerdas). Sifat-sifat itu merupakan sifat
Rasulullah yang harus dipedomani, sebat manusia merupakan
pemimpin yang akan dimintai tanggungjawabnya. "°
Penutup
Pemimpin adalah seseorang yang mempersatukan orang-
orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai
tujuan tertentu. Pemimpin harus mampu mengatur lingkungan
kepemimpinannya. Kita berusaha agar terbentuk kepemimpinan
yang menjunjung tinggi hukum Allah yang mendasarkan segala
aspek kehidupan hanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti
yang telah dicontohkan oleh Rasululah.
Daftar Pustaka

Mesiono, Manajemen Organisasi. Bandung : Citapustaka Media
Perintis, 2012.

Haikal, Husain, Sejarah Hidup Muhammad. Bogor: Litera
AntarNusa, 2003.

Yahya, R., Mentilih Pemimpin Dalam Perspektif Islam. Jakarta:
Pustaka Nawaitu, 2004.

Maruzi, Muslich, Koleksi Hadits : Sikap. Dan Pribadi Muslim.
Jakarta ; Pustaka Amani, 1995.

"“Muslich Maruzi, Koleksi Hadits : Sikap Dan Pribadi Muslim.
lakarta : Pustaka Amani, 1995, h.226-227.
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KEWARGANEGARAAN DALAM ISLAM

FITRIA APRIL YANA

Pendahuluan

Warga bermakna peserta atau anggota dari komunitas,
sedangkan warga negara atau citizen (Inggris) bernakna petunjuk
dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama ,pe‘nduduk, orang
setanah air, dan bawahan atau kaula.' Warga negara dapat diartikan
sebagai penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pcmerintah
negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri.” Negara
merupakan suatu teritorial yang rakyatnya diperintah oleh pejabat
vang berhasil menuntut warganya taat pada undang.3 Negara
sebagai kumpulan manusia berada di bawah pemerintahan4 dan alat
masyarakat mengatur hubungan masyarakat dan mengendalikan

persoalan masyarakat5 Kekuasaan menurut Islam memiliki makna

'Sarbaini Saleh. Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung:
Citapustaka Media Perintis, 2012, h.29.

*Lely Risnawaty. /Imu Alamiah Dasar, Iimu Budaya Dasar, Ilmu
Sosial Dasar. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010, h. 162.

3http://kuliahﬁlsafatiblogspot.com/2009/08/deﬁnisi-negara—oleh—
para-ahli. html. Diunduh 2 Agustus 2010 (03:47 WIB)

*http://leonheart94.blogspot.com/201 1/01/pengertian-
negara.html. 12:00 . Senin, 17 Januari 2011.

*Lely Risnawaty, Opcit, h.159.
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bahwa Allah SWT memberikan kemenangan dalam bentuk
kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih®
untuk mentransformasikan pendidikan, ekonomi, sosial, peradaban
masyarakat yang berbasiskan pada nilai, hukum, iman, terbuka,
demokratis, dan bergotong- royong menjaga kedaulatan negara.’
Orang beriman memasukkan totalitas dirinya ke dalam
lslam secara menyeluruh (kaffah) dan kegiatannya berada dalam
wadah kedamaian (Isla:fn)8 damai dengan dirinya, keluarganya,
seluruh manusia, binatang, dan tumbuhan serta aiam. Setiap yang
beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam dan jangan hanya
percaya’. Islam mengatur kekuasaan dan sistem pemerintahannya.
I'emerintah menerima kekuasaan yang berasaskan pada pemilihan.
L uinpa pemilihan niscaya pemerintah tiada mendapat kekuasaan.'®
I ehuasnan mutlak milik Allah yang didelegasikan kepada manusia

yange diilinkan Allah yaitu para Nabi dan Rasul.'! Kekuasaan

"0 8, An=Nur; 55-56.

itp //www. dakwatuna.com/2011/11/16086/islam-dan-
belunanan/ #ixzz2 A5T06z11. 3/11/2011 | 06 Dhul-Hijjah 1432 H.

'O 8 Al Bagarah: 208

“Ouinlah Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002,
b

YAl Shalaby, Studi Komperehensif  Tentang Agama Islam,
Stabayan Bina N, TORK h 257

S Al Bvaln Ma'ant |, Islam Dan Masalah Kenegaraan,
Fopvabania LEV RS TOREVMOBTOS
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bukan memperoleh jabatan, tetapi menggunakan amanah untuk
pembangunan, serta merealisasikan hukum Allah bagi seluruh
umat manusia.'> Setelah wafat Nabi Muhammad digantikan oleh
para khalifah. Mulai masa inilah tata kehidupan diatur oleh seorang
khalifah dengan berlandaskan pedoman Al—Qur’an dan Al-Hadits."
Masalah Kewarganegaraan

| Indonesia negara berpenduduk terbanyak beragama Islam,
namun tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Berbeda
dengan Malaysia (1957 dan diubah tahun 1964) mencantumkan
resmi Islam sebagai agama negara."” Islam di Malaysia merupakan
agama negara diidentifikasikan dengan kelompok Melayu yang
jumlahnya hampir separuh jumlah penduduk.”” Negara muslim
berpanduduk lebih lima puluh persen Muslim cenderung ambigu
dalam hal kewarganegaraan, sebab di bawah tekanan. Lingkungan
politik otoriter cenderung membatasi kebebasan mayoritas negara

id . . . . . . . 1
Muslim.'® Yang ingin dicapai ialah mencari penyelesaian dalam

Zhttp://www.dakwatuna.con/2011/1 1/160§§/islam—dan—
Lekuasaan/#ixzz2 All6V1 4B 3/11/2011 | 06 Dhul-Hijjah 1432 H

13 Ahmad Syafii Ma’arif , Opcit, h.165.

“Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum, lakarta:Bulan
Bintang, 1991, h. 145.

51ohn  Obert Voll. Kelangsungan dan Perubahan Dunia
Modern, Yoyakarta: Titian Iiahi Press, 1997, h.413.

http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-
theory/2321298.

40

rangka mengatasi antagonis di antara komunitas-komunitas Islam.
menggunaxan aspek-aspek yang fungsional dari ajaran bermazhab,
dan mencari pijakan baru di dalam ajaran Islam guna menyantuni
dan memikirkan masa depan umat Islam secara lebih manusiawi."’
Orang non-muslim diizinkan tinggal di daerah Muslim,
tetapi tunduk dan patuh terhadap aturan Islam yakni: tidak
inembangun tempat ibadah baru, tidak memperbaiki tempat ibadah
lama, tidak menghalangi umat muslim yang dalam perjalanan
untuk tinggal dalam tempat ibadah mereka, menghibur umat
muslim yang menginap di rumah mereka selama 3 hari dan lebih
lama jika mushm sakit, idak membuat permusuhan, tidak memberi
pertolongan dan kemudahan terhadap pihak musuhb, tidak boleh
mencepah seorang dart mereka masuk Islam, harus menunjukan
dap hormat kepada setiap muslim, harus mengizinkan umat
ki hiadie dalam rapat lingkungan mereka, tidak berpakaian
cpeth seorang muslim, tidak men_‘a;}nakan diri sendiri dengan nama
ki, dan tidak menaiki kuda dengan pelana dan tali kekang. **
Paraulama figh membagi  kewarganeraan seseorang
meradi mushm dan non-muslim. Orang non-muslim terdiri dari

alil gl st musta'min dan harbiyun. Penduduk dar ai-Islam

Aadul Aziz, dkk, Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia,
Wb Pantaba Firdaus, 1980 18

Sl Sty pui net/kajan/kajian-umum/76-warga
e IR T
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terdiri dari muslim, ahl al-zimmi dan musta’'min, sedangkan
=" . . ; 19
penduduk dar al-harb terdiri dari muslim dan harbiyun.

| Muslim vaitu mereka yang menetap di dar al-Islam dan
mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan dar al-
Islam. Termasuk kedalam kelompok ini adalah orang Islam yang
menetap sementara wakiu di dar al-Islam sebagai musta’'min
dan tetap komitmen kepada Islam, serta mengakui pemerintahian
Islam. Kedua, muslim yang tinggal menetap di dar al-harb dan
tidak berkeinginan untuk hijrah he dar al-Islam. Menurut Imam
Malik, Svafi’i. dan Ahmad status mereka sama dengan muslhim
lainnya di dar al-Islam. Harta dan benda mereka tetap terpelihara.
Menurut Abu-Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk
harbiyun, karena berada di negara vang tidak dikuasai Islam.
Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.

2 Ahl al-Zimmi adalah non-muslim, baligh, berakal, bukan budak,
laki-laki, tinggal di dar-Islam, “dan mampu membayar jizyah
kepada pemerintah Islam. Mazhab Syafi’i, Hambali, Zahiri dan
Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa pemerintahan Islam tidak
boleh menerima orang musyrik yang bukan ahl al-kitab sebagai
ahl al-zimmi dan memungut jizyah.

3 Musta 'min yakn orang-crang Islam dan ahl al-zimmi yang

memasuki  wilayah dar al-harb dengan mendapat 1zin dan

“Muhammad lgbal, Figih Siyasah, Jakarta:Gaya Media Pratama,
2007, h.231-237.
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jaminan keamanan dari pemerintah. Hal ini diakui selama
mereka hanya menetap sementara ditempat tersebut dan kembali
ke dar al-Islam sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan
masih tetap muslim, selama ia tidak murtad. Bila murtad, maka
ia menjadi harbiyun. Sementara itu, /il al-zimmi yang menetap

lama di dar al-harb berubah status menjadi harbivun.

[Harbiyun yaitu orang-orang yang tidak terjamin keamanannya
bila memasuki dar al-Islam, karena turwujudnya rasa aman bagi
mercka adalah berdasarkan salah satu dari dua hal, yaitu beriman
memeluk agama Islam, atau melalui perjanjian damar.

Pindah kewarganegaraan berbeda kedudukan hukumnya,
dengan memperhatikan situasi negara asal, dan tujuan menggant
Lo e patnannys. Status hukumnya sebagai berikut: &
| Epesbodelilonn pila orang mushim mengalami kondisi yang tidak

et bl annye menetap di negara asalnya,  adanya
penpaniayann, pemndasan, serta ancaman terhadap jiwa, harta
dan kelunrpanya, Para sahabat Nabi SAW pada periode awal
pernah higrah ke Habsyah dan menctap di sana. Padahal waktu
itu Habayah adalah negeri non-mushm yang dipimpin seorang
i bernama Najjasyly. Hal mm juga berlakue untuk mereka yang
tedale mampu memenuhi kebutuhannya dan tidak menemukan

alivnt tnin kecuali dengan menjadi warga negara non-mushm.

hitp//ruslihasbi wordpress com/tanya-jawab/akidah/c/2009
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Pembolehan ini hanya berlaku selama muslim tersebut mampu
berpegang teguh pada ajaran agamanya serta dapat menghindari
unsur-unsur kemaksiatan yang terjadi di negara non-muslim
tersebut. Pembolehan ini tidak berlaku bagi mereka yang
melarikan diri dari negara asalnya karena terlibat tindakan
kejahatan, seperti penipuan, pembunuhan, korupsi dan lain-lain.

9 Disunatkan, jika hal tersebut dilakukan untuk tujuan dakwah
Islamiyah, seperti mengajarkan Islam kepada Muslim  yang
berdomisili di negara non-muslim, mengajak penduduknya non-
rmuslim untuk lebih mengenal Islam, sehingga diharapkan suatu
saat mereka memeluk agama Islam.

3 Makruh, apabila dilakukan oleh mereka yang sudah memperoleh
kemapanan finansial di negara asalnya (tanpa ada faktor-faktor di
atas, yaitu hal-hal yang membolehkan atau menjadikannya.
Penggantian status kewarganegaraan semata-mata dilakukan
untuk memperoleh kemewahan hidup adalah hal yang dibenci
syara’ karena menjadikan agama sebagai taruhannya.

4 Haram jika dilakukan dengan tujuan menjadi warga negara non-
muslim adalah sebuah kebanggaan atau demi mendapatkan
ikebebasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama.

Penutup

Negara adalah organisasi yang didalamnya ada rakyat,
wilayah permanen, dan pemerintah berdaulat. Negara merupakan
kesatuan sosial yang diatur konstitusional untuk mewujudkan
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kepentingan bersama. Warga negaranya sepenuhnya dapat diatur
oleh pemerintah dan mengakui pemerintahannya. Kekuasaan
dalam Islam mutlak hanya pada Allah SWT vyang didelegasikan
kepada manusia.
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PEMERINTAHAN ISLAM
PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW

" FITRIANI

Dasar-Dasar Masyarakat Islam

Pemerintahan di masa Nabi terbentuk setelah hijrah ke
Madinah yang merujuk kepada syariat Al-Quran’ dan keputusan
Nabi Muhammad SAW.” Nabi meletékkan dasar-dasar kebangsaan
vakni a)mendirikan masjid sebagai langkah pertama membangun
dunia.’ Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan,
persiapan militer, pengobatan korban perang, perdamaian, pusat
penerangan, pembela agama, musyawarah, dan pemerintahan,

L) mempersaudarakan kaum muslimin, menghapus permusuhan,

Qi menyatukan bangsa Arab yang berbeda menjadi satu umat
wing kst dan kokoh berdasarkan agama,5 c).melakukan akad

ittp //suhadahanum.com/2012/08/sistem-pemerintahan-pada-
s nabi-muhammad-saw. unduh 16-10-2012. 21:45

Tittp //insansalsabila.wordpress.com/2010/04/01/pemerintahan-

b daieperubahan-sosial._unduh 14-10-2012. 13:57
I Nuru! Aen, Sejarah Peradaban Islam, Bandung: Pustaka
St OUE B 176
'‘Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Jakarta:
Hoan 11006, 1462
hitp /insansalsabila wordpress.com/2010/04/01/pemerintahan-
Sk s pergbahan-gogial di unduh 14-10-2012.13:57.
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perjanjian antara kaum Mushimin, Yahudi, dan orang Arab yang
masih Jahiliyah bertujuan mengikis dendam dan sentimen suku dan
tidak menyisakan tradisi jahiliyah,(’ d.meletakkan dasar politik,
ckonomi, dan sosial masyarakat, dan e).meletakkan dasar bahwa
derajad manusia sama yang lebih tinggi karena ketaqwaan.’
Dasar-Dasar Pemerintahan dan Kebangsaan

Nabi Muhammaad SAW adalah pendiri bangsa dan negara
Islam. Madinah adalah negara dzlam arti sesungguhnya, karena ada
wilayah, rakyat, pemerintah, dan undang-undang8 yang disebut
Piagam Madinah yaitu:’

Pembentukan Ummat

Pasal !
Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-negara (ummatj, bebas
dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya.

Hak Asasi Manusia

Pasal 2
Kaum Muhajirin Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka yaitu
saling tanggung menanggung, membayar, dan menerima uang
tebusan darah (diyat) di antara mereka karena suatu pembunuhan,
dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

¢ hitp://islamadlahrahmah.blogspot.com/2012/02/hijrah-
Basulullah—ke—madinahhtml. diunduh 30-10-2012.22:05.

"Salminawati,  Filsafat ~ Pendidikan  Islam, Bandung:
Citapustaka, 2011, h.70. (Lihat: Q.S. Al Hujarat ayat 13).

*http://islamadlahrahmah.blog spot.com/2012/02/hijrah-
Rasulullah-ke-madinah.html. diunduh 30-10-2012.22:05.

9Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW, Jakarta:
Rulan Bintang, 1973, h.56-65.
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Pasal 3
1. Banu ‘Awaf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli mereka,
tanggung menanggung uang tebusan darah.
2 Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang
tebusan dengan baik dan adil diantara orang-orang beriman.
Pasal 4
|. Banu Sa’idah (dari Yatsrib) tetap atas hak asli mereka tanggung
menanggung uang tebusan mereka.

2. Dan setiap Keluaraga dari mereka membayar bersama akan uang

tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
Pasal 5
| Banu’l Harts (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak
asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar
uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
Setiap keluarga (khalifah) dapat membayar uang tebusan
dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman
Pasal 6
Banu Jusyam (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak
asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang
(cbusan darah (diyat) di antara mereka.
Setiap keluarga (khalifah) dapat membayar uang tebusandengan
‘ecara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.
Pasal 7
| Ihanu Najjar (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak
asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang
(ehusan darah (diyat) di antara mereka.
Setinp keluarga (khalifah) dapat membayar uang tebusan
denpan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.
Pasal 8
Hanu Amrin bin “Auf (dan suku Yatsrib) tetap berpegang atas
Ltk <hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar
i tebusan darah (diyai) di antara mereka.
Setiip keluarga  (khalifah) dapat membayar uang tebusan
denpan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.
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Pasal 9
Banu en Nabiet (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-
hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang
tebusan darah (diyat) di antara mereka.
Setiap keluarga (khalifah) dapat membatar uang tebusan dengan
secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.
Pasal 10
Banu’l Aws (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak
asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang
tebusan darah (diyat) di antara mereka.
Setiap keluarga (khalifah) dapat membayar uang tebusan
dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.
Persatuan Seagama
Pasal 11
1. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak akan melalaikan
tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-
orang yang berhutang karena membayar uang tebusan darah
dengan cara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.
Pasal 12
Tidak seorangpun dari orang-orang yang beriman dibolehkan
membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang
beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.
Pasal 13
1. Segenap orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap
orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan,
permusuhan atau pengacauan di kalangan orang yang beriman.

—t

]

—

b

2. Kebutuhan persatuan terhadap orang yang bersalah merupakan
tangan yang satu, walaupun terhadap anak mereka sendiri.
Pasal 14
1. Tidak diperkenankan orang beriman membunuh orang beriman
yang lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
2

Tidak boleh dlpukm(mkan orang beriman membunuh seorang
yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

Pasal 15
1 Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib
orang-orang yang lemah.
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2. Segenap orang-crang yang beriman harus Jamin men]amm dan

setia kawan sesama mereka dari pada (gangguan manusia lain).
Persatuan Segenap Warga-Negara

Pasal 16
Sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara)
kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh
dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Pasal 17
i, Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu.
Tidak diperkenankan seﬂolopgan orang-orang yang beriman
membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di
dalam suatu peperangan di jalan Allah SWT, kecuah atas dasar
persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18

Setiap penverangan yang dilakukan terhadap kita merupakan
tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan
antara segenap golongan.

R

Pasal 19

| Segenap orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas
tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Aliah SWT.
Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas
jalan vang baik dan kuat.

Pasal 20
| Perlindungan yang diberikan orang tidak beriman (musyrik)
terhadap harta dan jiwa musuh Quraisy tidaklah diakui.
Campur tangan apapun tidak diizinkan atas kerugian seorang
yang beriman.

Pasal 21
Barang siapa vang membunuh akan orang beriman dengan
cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh atasnya.
lkecuah kalau keluarga yang berhak dari siterbunuh bersedia dan
rela menerima ganti kerugian.
Segenap  warga  yang  beriman  harus  bersatu  mengutuk
perbuatan itu dan tidak diizinkan selain kejahatan itu.
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